MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 /PMK.03/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 243/PMK.03/2014 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan (SPT)
telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan
(SPT);

b. bahwa untuk menyederhanakan administrasi pengelolaan
Surat Pemberitahuan (SPT) untuk mendukung
kemudahan dalam berusaha (ease of doing business) dan
memberikan kepastian hukum dalam penerimaan Surat
Pemberitahuan (SPT), perlu melakukan perubahan
ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan (SPT)
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (la), ayat (1b),

ayat (2), ayat (3c), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8),
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Pasal 4 ayat (5), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (2)
huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor S5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Teta Cara Perpajakan
menjadi Undang-Undang, serta Pasal 5 ayat (4) dan
Pasal 6 ayat(7) Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomcr 243/PMK.03/2014
tentang Surat Pemberitahuan (SPT);

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014
tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR = 243/PMK.03/2014 TENTANG SURAT

PEMBERITAHUAN (SPT).

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksﬁd dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan yang selanjutnya disebut
Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009.

2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya
disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008.

3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang
selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah
Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 20009.

4. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh
adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang PPh.

5. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat
PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

6. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang
selanjutnya disingkat PPnBM adalah Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

g
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8. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat
SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perpajakan.

9. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak
atau Bagian Tahun Pajak.

10. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.

11. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir adalah
perusahaan yang berbentuk badan hukum yang
memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu
termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal
Pajak.

12. Penelitian dalam Penerimaan SPT yang selanjutnya
disebut Penelitian SPT adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan untuk menilai kelengkapan

pengisian SPT dan lampiran-lampirannya.

Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, dan ditambahkan
1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 3
(1) SPT meliputi:
a. SPT Masa, yang terdiri atas:
1. SPT Masa PPh;
2. SPT Masa PPN; dan
3. SPT Masa PPN bagi Peraungut PPN;
dan
b. SPT Tahunan PPh, yang terdiri atas:
1. SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun
Pajak; dan
2. SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun
Pajak.
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(2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
a. dokumen elektronik; atau
b. formulir kertas (hardcopy).

(3) Penyebutan Bagian Tahun Pajak dalam SPT
Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
angka 2, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. menggunakan tahun kalender, dalam hal
Bagian Tahun Pajak meliputi 1 (satu) tahun
kalender;

b. menggunakan tahun kalender yang di dalamnya
memuat jumlah bulan yang lebih banyalk,
dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua)
tahun kalender yang berbeda; atau

c. menggunakan tahun kalender pertama, dalam
hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun
kalender dengan jumlah bulan yang sama pada

masing-masing tahun kalender.

3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal

yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A
(1) SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam
bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh
pemotong pajak, sepanjang pemotong pajak
dimaksud memenubhi kriteria sebagai berikut:

a. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau
Pasal 26 terhadap pegawai tetap dan penerima
pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari
tua berkala dan/atau terhadap aparatur sipil
negara, anggota Tentara Nasional
Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat
negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih
dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) Masa

Pajak;

4
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b. melakukan pemotongan PPh Paéal 21 (Tidak
Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan
PPh sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih
dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu)
Masa Pajak;

c. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final)
dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih
dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu)
Masa Pajak; dan/atau

d. melakukan penyetoran pajak dengan Surat
Setoran Pajak atau sarana administrasi lain
yang kedudukannya disamakan dengan Surat
Setoran Pajak yang jumlahnya lebih dari
20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa
Pajak.

(2) SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam
bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh
pemotong pajak, sepanjang pemotong pajak
dimaksud memenubhi kriteria sebagai berikut:

a. menerbitkan lebih dari 20 (dua puluh) bukti
pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26
dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau

b. jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar
pengenaan PPh lebih dari Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dalam satu bukti
pemotongan.

(3) SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap Pengusaha
Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektronik.

(4) SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN wajib
disampaikan oleh setiap pemungut PPN selain
bendahara Pemerintah, dalam bentuk dokumen
elektronik.

(5) Kewajiban penyampaian SPT Masa PPN bagi
pemungut PPN oleh bendahara Pemerintah dalam

bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud
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pada ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

(6) Selain SPT Masa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (S5), SPT Masa dalam
bentuk dokumen elektronik wajib disampaikan oleh
Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak

Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di
lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Wajib Pajak Besar; dan/ ataﬁ

b. Wajib Pajak dimaksud pernah menyampaikan
SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik.

(7) Wajib Pajak wajib menggunakan SPT Tahunan
dalam bentuk dokumen elektronik, sepanjang Wajib
Pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh

Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk
dokumen elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1);

b. diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh
Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk
dokumen elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2);

c. diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPN
dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5);

d. Wajib Pajak dimaksud pernah menyampaikan
SPT Tahunan dalam = bentuk dokumen
elektronik;

e. terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya,
Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta
Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di
lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Wajib Pajak Besar;
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f. menggunakan jasa konsultan pajak dalam
pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan
PPh; dan/atau

g. laporan keuangannya diaudit oleh akuntan
publik.

(8) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Wajib
Pajak tertentu selain Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7)
untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen
elektronik.

(9) Dalam hal terdapat penyesuaian kriteria Wajib Pajak
yang wajib menyampaikan SPT dalam bentuk
dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan ayat (7), penyesuaian
dimaksud dilakukan dengan penerbitan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak

(10) Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan bukti
penerimaan SPT terhadap Wajib Pajak yang
diwajibkan untuk menyampaikan SPT dalam bentuk
dokumen  elektronik, namun  Wajib  Pajak
bersangkutan tetap menyampaikan SPT dalam
bentuk formulir kertas (hardcopy).

(11) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (10) dianggap tidak menyampaikan SPT.

(12) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenubhi kriteria
untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (7), dapat menyampaikan SPT
dalam  bentuk  formulir xertas (hardcopy)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

huruf b.

Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, ayat (4) dan ayat (5)
dihapus, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan
1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta menambahkan S (lima)
ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan
ayat (10), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 8

(1) Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor
Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
atau

c. dengan cara lain.

(2) Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dilakukan melalui:

a. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir
dengan bukti pengiriman surat; atau

b. saluran tertentu yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal = Pajak sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi.

(2a) Saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b meliputi:

a. laman Direktorat Jenderal Pajak;

b. laman penyalur SPT elektronik;

c. saluran suara digital yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak
tertentu;

d. jaringan komunikasi data yang terhubung
khusus antara Direktorat Jenderal Pajak
dengan Wajib Pajak; dan

e. saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak.

(3) Atas penyampaian SPT melalui saluran tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
diberikan bukti penerimaan elektronik.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

(6) Wajib Pajak badan yang diwajibkan untuk
menyampaikah SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau
PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1),
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wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21
dan/atau PPh Pasal 26 melalui saluran tertentu.

(7) Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan untuk
menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk
dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3A ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), wajib
menyampaikan SPT Masa PPN melalui saluran
tertentu.

(8) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Wajib
Pajak tertentu selain Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) untuk
menyampaikan SPT melalui saluran tertentu.

(9) Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan bukti
penerimaan SPT terhadap Wajib Pajak yang
diwajibkan untuk menyampaikan SPT melalui
saluran tertentu, namun Wajib Pajak bersangkutan
menyampaikan SPT selain melalui saluran tertentu.

(10) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) dianggap tidak menyampaikan SPT.

Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1) Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban
penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Bagian
Tahun Pajak, wajib menyampaikan SPT tersebut
paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Bagian
Tahun Pajak.

(2) Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban
penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Bagian
Tahun Pajak, wajib menyampaikan SPT tersebut
paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Bagian

Tahun Pajak.

Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 10 diubah,
di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat (2a), dan di
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antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan ayat (8a), sehingga
Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang
melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang
ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh,
wajib melaporkan:

a. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong;

b. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dibayar sendiri;

c. PPh Pasal 15 yang dipotong;
PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri;

e. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang
dipotong;

f.  PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 yang
dipotong; dan/atau

g. PPh Pasal 25 dibayar,

dengan menyampaikan SPT Masa paling lama

20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

(2) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan
PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak
berlaku dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan/atau
PPh Pasal 26 yang dipotong pada Masa Pajak yang
bersangkutan  nihil, kecuali nihil tersebut
dikarenakan adanya Surat Keterangan Domisili
(Certificate Of Domicile).

(2a) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan/atau PPh
Pasal 26 yang dipotong pada Masa Pajak Desember
nihil, kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21
dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e tetap berlaku.

(3) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh
Pasal 25 dan telah mendapat validasi dengan nomor
transaksi penerimaan negara dianggap telah
menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sesuai

dengan tanggal validasi.
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Wajib Pajak dengan angsuran PPh Pasal 25 nihil
dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Masa
PPh Pasal 25.

Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak
wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut
dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22
paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak
berakhir.

Bendahara wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang
dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh
Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah
Masa Pajak berakhir.

Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau
PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa
Pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang
Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena
Pajak dari luar Daerah Pabean, dan PPN kegiatan
membangun sendiri dengan menggunakan SPT Masa
PPN, paling lama akhir bulan berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir.

Pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan
PPnBM yang telah dipungut, ke Kantor Pelayanan
Pajak tempat pemungut PPN terdaftar paling lama
akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Pemungut PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Masa
PPN, dalam hal pada suatu Masa Pajak tidak
terdapat transaksi yang wajib dipungut PPN
dan/atau PPnBM.

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b)
Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa
Masa Pajak dalam satu SPT Masa, wajib
menyampaikan SPT Masa paling lama

20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak
terakhir.
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Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, di antara
ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni
ayat (2a), serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4),
sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pemungut Pajak PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan
PPnBM atas impor wajib melaporkan hasil
pemungutannya secara mingguan paling lama pada
hari kerja terakhir minggu berikutnya.

(2) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha
Kena Pajak wajib melaporkan PPN yang terutang
atas kegiatan membangun sendiri paling lama akhir
bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(2a) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha
Kena Pajak yang melakukan pembayaran PPN yang
terutang atas kegiatan membangun sendiri dan telah
mendapat validasi dengan nomor transaksi
penerimaan negara dianggap telah melaporkan PPN
yang terutang tersebut sesuai dengan tanggal
validasi.

(3) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha
Kena Pajak wajib melaporkan PPN yang terutang
atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak
berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari hiar
Daerah Pabean yang telah disetor, paling lama akhir
bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

(4) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha
Kena Pajak yang melakukan pembayaran PPN yang
terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak
berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean dan telah mendapat validasi dengan
nomor transaksi penerimaan negara dianggap telah
melaporkan PPN yang terutang tersebut sesuai

dengan tanggal validasi.
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8. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 16A

(1) Wajib Pajak yang menyampaikan pemberitahuan
perpanjangan penyampaian SPT Tahunan wajib
menyampaikan SPT Tahunan dalam batas waktu
perpanjangan sebagaimana tertera dalam
pemberitahuan tersebut.

(2) Dalam hal SPT Tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menunjukkan nilai PPh kurang bayar
yang lebih kecil dari nilai pajax yang telah disetor
dalam Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi
lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat
Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1), atas kelebihan pembayaran
tersebut dapat:

a. diajukan permohonan pemindahbukuan; atau
b. diminta kembali melalui permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak

yang seharusnya tidak terutang.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat
membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan
menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat
Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan:
a. surat pemberitahuan Pemeriksaan; atau
b. surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti

Permulaan secara terbuka,

kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib

Pajak.
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(2) Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah
disediakan dalam SPT yang menyatakan bahwa
Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan SPT.

(3) Dalam hal pembetulan SPT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar,
pembetulan SPT harus disampaikan paling lama
2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

(4) Dalam hal ‘Wajib Pajak menerima surat ketetapan
pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat
Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak
sebelumnya  atau beberapa  Tahun Pajak
sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang
berbeda dengan rugi fiskal yang  telah
dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan
dibetulkan tersebut, Wajib Pajak dapat
membetulkan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat(l) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan
Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali.

(5) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT
Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi
lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan
atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung
sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai
dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(6) Dalam hal Wajib Pajak -nembetulkan sendiri SPT
Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi
lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan

atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung
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sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung

penuh 1 (satu) bulan.

10. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan S (lima) Pasal
yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasal 21D, dan
Pasal 21E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Atas penyampaian SPT, Kantor Pelayanan Pajak

melakukan Penelitian SPT sebagai berikut:

a. SPT ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
Undang-Undang KUP;

b. SPT disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan
menggunakan satuan mata uang selain Rupiah,
terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin
Menteri Keuangan untuk  menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan
dengan mata uang selain Rupiah;

c. SPT sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (6) Undang-Undang KUP;

d. SPT Lebih Bayar disampaikan dalam jangka waktu
3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Masa Pajak,
Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak dan telah
ditegur secara tertulis; dan

e. SPT disampaikan sebelum Direktur Jenderal Pajak
melakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti

Permulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat

ketetapan pajak.

Pasal 21B
(1) Berdasarkan Penelitian SPT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21A, atas penyampaian SPT secara
langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (1) huruf a ke Kantor Pelayanan Pajak atau
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tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pajak, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal SPT telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A,
diberikan bukti penerimaan; atau

b. dalam hal SPT tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A, SPT
dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Surat permintaan kelengkapan SPT tidak dapat

diterbitkan terhadap SPT Wajib Pajak yang telah

diberikan bukti penerimaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a.

Pasal 21C

Berdasarkan penelitian SPT sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21A, atas penyampaian SPT melalui pos

sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (1)

huruf b dan melalui cara lain berupa jasa ekspedisi

atau jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (2). huruf a, berlaku ketentuan sebagai

berikut:

a. dalam hal SPT telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A, tanda
bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap
sebagai tanda bukti dan tanggal penyampaian
SPT;

b. dalam hal SPT tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A
huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, Kantor
Pelayanan Pajak menerbitkan surat
pemberitahuan SPT dianggap tidak
disampaikan; atau

c. dalam hal SPT tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A
huruf ¢, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan

surat permintaan kelengkapan SPT.

4
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(2) Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan SPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ke
Kantor Pelayanan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari terhitung setelah surat permintaan
kelengkapan SPT disampaikan.

(3) Penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;

c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir
dengan bukti pengiriman surat; atau

d. cara lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pajak.

(4) Atas penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf d
diberikan bukti penerimaan.

(5) Bukti pengiriman surat untuk penyampaian
kelengkapan SPT sebagaimar.a dimaksud pada
ayat (3) huruf b dan huruf c dianggap sebagai bukti
penerimaan kelengkapan SPT.

(6) Tanggal penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) atau tanggal pengiriman
kelengkapan SPT yang tercantum dalam bukti
pengiriman surat sebagaimara dimaksud pada
ayat (S5) dianggap sebagai tanggal penerimaan SPT.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan
kelengkapan SPT dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kantor Pelayanan Pajak
menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib
Pajak yang menyatakan bahwa SPT dianggap tidak

disampaikan.

Pasal 21D
(1) Berdasarkan penelitian SPT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21A, atas penyampaian SPT melalui

saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 8 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai

berikut:

a. dalam hal SPT telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A, bukti
penerimaan elektronik yang diberikan oleh
Direktorat Jenderal Pajak merupakan bukti
penerimaan SPT;

b. dalam hal SPT tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A
huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, Kantor
Pelayanan Pajak menerbitkan surat
pemberitahuan SPT dianggap tidak
disampaikan; atau

c. dalam hal SPT tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A
hurufc, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan
surat permintaan kelengkapan SPT.

Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan SPT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ke

Kantor Pelayanan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga

puluh) hari terhitung setelah surat permintaan

kelengkapan SPT disampaikan.

Penyampaian kelengkapan SPT  sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;

c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir
dengan bukti pengiriman surat; atau

d. cara lain yang ditetapkan Direktur Jenderal
Pajak.

Atas penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf d

diberikan bukti penerimaan.

Bukti pengiriman surat untuk penyampaian

kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b dan huruf c dianggap sebagai bukti

penerimaan kelengkapan SPT.

/
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(6) Tanggal penyampaian kelengkapan SPT yang
tercantum dalam bukti penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) atau tanggal pengiriman
kelengkapan SPT yang tercantum dalam bukti
pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada
ayat (S) dianggap sebagai tanggal penerimaan SPT.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan
kelengkapan SPT dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kantor Pelayanan Pajak
menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib
Pajak yang menyatakan bahwa SPT dianggap tidak

disampaikan.

Pasal 21E

Dokumen berupa:

a. Surat pemberitahuan SPT dianggap tidak
disampaikan sebagaimana  dimaksud dalam
Pasal 21C ayat (1) huruf b dan ayat (7), dan
Pasal 21D ayat (1) huruf b dan ayat (7); dan

b. surat permintaan kelengkapan SPT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21C ayat (1) huruf c, dan
Pasal 21D ayat (1) hurufec,

dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan

contoh tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22 dihapus.

Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 23
Terhadap SPT yang telah diberikan bukti penerimaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21B dan bukti
pengiriman surat yang dianggap sebagai tanda bukti

penyampaian SPT sebagaimana dimaksud dalam

g
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Pasal 21C, dilakukan perekaman SPT ke dalam basis

data perpajakan.

13. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) pasal
yakni Pasal 23A dan Pasal 23B sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 23A
Dalam hal SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak
merupakan SPT dengan status lebih bayar dengan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak,
jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian

dihitung sejak tanggal SPT diterima lengkap.

Pasal 23B
Dalam hal penyampaian SPT tidak dapat dilakukan
melalui sistem informasi administrasi Direktorat Jenderal
Pajak, Direktur Jenderal Pajak menetapkan prosedur

tertentu dalam rangka penyampaian SPT dimaksud.

14. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A
Kewajiban penyampaian SPT melalui saluran tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan
ayat (7), berlaku untuk SPT yang disampaikan sejak
bulan April 2018.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

4
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2018

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 180

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

Arif Bintarto Y w_ano--}" _
NIP 197109121997031001,.
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 9 /PMK.03/2018
TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 243/PMK.03/2014
TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN
(SPT)

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT TAHUNAN
PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI FORMULIR 1770

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.............................. (1)
........................................................... 2)
Nomor e (B) e (5)
Lampiran : ...ooiiiiiiiiiiiiiiiiiienenenen, 4)
Hal : Permintaan Kelengkapan

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770)

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (formulir 1770) yang
kami terima pada tanggal .................... (8) ternyata masih harus dilengkapi dengan:

1. Formulir Baku (9)

. 1770 (Induk SPT)
1770-1 hal. 1
1770-1 hal. 2
1770-II
1770-I11
1770-1V

Juoong

2. Lampiran yang disyaratkan (10)

a. [] Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain atas PPh Pasal 29;

b. [1 Neraca dan Laporan Rugi Laba;

c. [J Rekapitulasi peredaran bruto dan/atau penghasilan lain dan biaya;

d. [ Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-
masing tempat usaha/gerai (khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengusaha Tertentu);

e. [1 Fotokopi formulir 1721-A1 dan/atau 1721 A2 atau bukti pemotongan PPh
Pasal 21 lain;

f. [ Surat Kuasa Khusus;

g [ Surat keterangan kematian;

h. ] Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya;

i. [J Penghitungan Kompensasi Kerugian;

j. [ Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan status perpajakan pisah
harta atau memilih terpisah;

k. ] Bukti pemotongan/pemungutan oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan
yang dibayar/dipotong di luar negeri;

1. [ Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (bagi Wajib Pajak yang dikenai
PPh dimaksud).

3. Lain-Lain (11)
a. [ Tidak terdapat dokumen dan/atau keterangan yang dipersyaratkan dalam
bentuk file portable document format (pdf);
b. [] Tidak ada dokumen elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian
SPT menggunakan dokumen elektronik).
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Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30

(tiga puluh) hari setelah tanggal disampaikanya surat ini. Apabila Saudara:

a. tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di
atas, maka SPT Tahunan PPh yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan;

atau
b. menyampaikan kelengkapan SPT dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di atas,

maka tanggal pengiriman/penyampaian kelengkapan SPT dianggap sebagai tanggal
penerimaan SPT.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi ............
(12) pada nomor telepon ................. (13)

Kepala Kantor,

@
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT TAHUNAN
PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI FORMULIR 1770

Nomor 1 Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang
menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan.

Nomor 2 Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Surat
Permintaan Kelengkapan.

Nomor 3 Diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan.

Nomor 4 Diisi jumlah dokumen yang dilampirkan (dalam hal
diperlukan).

Nomor 5 Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan
diterbitkan.

Nomor 6 Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor 7 Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor 8 Diisi dengan tanggal Bukti Pengiriman Surat/Resi Pos/
Bukti Penerimaan Elektronik.

Nomor 9 Diisi dengan memberi tanda checklist “ Y ” pada kolom dalam
hal terdapat induk dan/atau lampiran induk SPT yang tidak
dilampirkan.

Nomor 10 Diisi dengan memberi tanda checklist “ \ ” pada kolom dalam
hal terdapat keterangan dan/atau dokumen yang
dipersyaratkan yang tidak disertakan.

Nomor 11 Diisi dengan memberi tanda checklist “¥” pada kolom dalam
hal terdapat kekurangan lain selain disebutkan pada
nomor 9 dan nomor 10.

Nomor 12 Diisi dengan nama petugas yang melakukan permintaan
kelengkapan SPT.

Nomor 13 Diisi dengan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh Wajib
Pajak.

Nomor 14 Diisi dengan nama Kepala Kantor.

Nomor 15 Diisi dengan Nomor Induk Pegawai.

www.jdih.kemenkeu.go.id
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B. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT TAHUNAN
PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI FORMULIR 1770 S

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.............................. (1)
.............................................................................. 2)
Nomor = I (B) (5)
Lampiran @ .cocviviiinniien (4)
Hal :  Permintaan Kelengkapan

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770 S)

' VTR (6)
NPWP © oo e e v ee s s s s s s s e s s eene (7)

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (forraulir 1770 S) yang
kami terima pada tanggal .................... (8) ternyata masih harus dilengkapi dengan:

1. Formulir Baku (9)
a. [ 11770 S (Induk SPT)
b. 11770 S-1
c. 11770 S-1I

2. Lampiran yang disyaratkan (10)
a. [[J Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain atas PPh Pasal 29;
b. [JFotokopi formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lain;
c. [ Surat Kuasa Khusus; :
d. [J Surat keterangan kematian;
e. [ Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya;

3. Lain-Lain (11)
a. []Tidak terdapat dokumen dan/atau keterangan yang dipersyaratkan dalam

bentuk file portable document format (pdf);
b. [JTidak ada dokumen elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian

SPT menggunakan dokumen elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30

(tiga puluh) hari setelah tanggal disampaikanya surat ini. Apabila Saudara:

a. tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas,
maka SPT Tahunan PPh yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan; atau

b. menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka
tanggal pengiriman/penyampaian kelengkapan SPT dianggap sebagai tanggal
penerimaan SPT.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi ............
(12) pada nomor telepon ................. (13)

Kepala Kantor,

§
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN
SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI FORMULIR 1770S

Nomor 1

Nomor 2

Nomor 3

Nomor 4

Nomor 5

Nomor 6
Nomor 7

Nomor 8

Nomor 9

Nomor 10

Nomor 11

Nomor 12

Nomor 13

Nomor 14

Nomor 15

Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang
menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan.

Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Surat
Permintaan Kelengkapan.

Diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan.

Diisi jumlah dokumen yang dilampirkan (dalam hal
diperlukan).

Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan
diterbitkan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajek.

Diisi dengan tanggal Bukti Pengiriman Surat/Resi Pos/
Bukti Penerimaan Elektronik.

Diisi dengan memberi tanda checklist “ ¥ ” pada kolom dalam
hal terdapat induk dan/atau lampiran induk SPT yang tidak
dilampirkan.

Diisi dengan memberi tanda checklist “ Y ” pada kolom dalam
hal terdapat keterangan dan/atau dokumen yang
dipersyaratkan yang tidak disertakan.

Diisi dengan memberi tanda checklist “¥” pada kolom dalam
hal terdapat kekurangan lain selain disebutkan pada
nomor 9 dan nomor 10.

Diisi dengan nama petugas yang melakukan permintaan
kelengkapan SPT.

Diisi dengan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh Wajib
Pajak.

Diisi dengan nama Kepala Kantor.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai.

www.jdih.kemenkeu.go.id
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C. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT TAHUNAN
PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI FORMULIR 1770 SS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.............................. (1)
........................................................... 2
Nomor S (B) s (5)
Lampiran PP (4) '
Hal * : Permintaan Kelengkapan

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770 SS)

YR, oottt (6)
NPWP & oottt eeeeeeeeeeee e e e eeeeeeeeeneneaens (7)

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (formulir 1770 SS) yang kami
terima pada tanggal ................... (8) ternyata masih harus dilengkapi dengan:

1. Formulir Baku (9)
[ 1770 SS (induk SPT)

2. Lampiran yang disyaratkan (10)
a. [] Surat Kuasa Khusus;
b. 3 Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain atas PPh Pasal 29

(Jika SPT menyatakan Kurang Bayar).

3. Lain-Lain (11)
a. [ Tidak terdapat dokumen dan/atau keterangan yang dipersyaratkan dalam

bentuk file portable document format (pdf),
b. [J Tidak ada dokumen elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian

SPT menggunakan dokumen elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30

(tiga puluh) hari setelah tanggal disampaikanya surat ini. Apabila Saudara:

a. tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas,
maka SPT Tahunan PPh yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan; atau

b. menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka
tanggal pengiriman/penyampaian kelengkapan SPT dianggap sebagai tanggal
penerimaan SPT.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi ............. (12)
pada nomor telepon ................. (13) :

Kepala Kantor,

www.jdih.kemenkeu.go.id
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SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT TAHUNAN PPH
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI FORMULIR 1770 SS

Nomor 1 Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang
menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan.

Nomor 2 Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Surat
Permintaan Kelengkapan.

Nomor 3 Diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan.

Nomor 4 Diisi jumlah dokumen yang dilampirkan (dalam hal
diperlukan).

Nomor S Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan
diterbitkan.

Nomor 6 Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor 7 Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor 8 Diisi dengan tanggal Bukti Pengiriman Surat/Resi Pos/
Bukti Penerimaan Elektronik.

Nomor 9 Diisi dengan memberi tanda checklist “ ¥ ” pada kolom dalam
hal terdapat induk dan/atau lampiran induk SPT yang tidak
dilarmpirkan.

Nomor 10 Diisi dengan memberi tanda checklist “ ¥ ” pada kolom dalam
hal terdapat keterangan dan/atau dokumen yang
dipersyaratkan yang tidak disertakan.

Nomor 11 Diisi dengan memberi tanda checklist “¥” pada kolom dalam
hal terdapat kekurangan lain selain disebutkan pada
nomor 9 dan nomor 10.

Nomor 12 Diisi dengan nama petugas yang melakukan permintaan
kelengkapan SPT.

Nomor 13 : Diisi dengan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh Wajib

- Pajak.
Nomor 14 Diisi dengan nama Kepala Kantor.
Nomor 15 Diisi dengan Nomor Induk Pegawai.

www.jdih.kemenkeu.go.id
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D. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT TAHUNAN
PPH WAJIB PAJAK BADAN FORMULIR 1771

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.............................. (1)
........................................................... 2
Nomor D et eea B) (5)
Lampiran : ..cccooviviiiiiiinenenieninenenes 4)
Hal : Permintaan Kelengkapan

SPT Tahunan PPh Badan (1771)

YR ettt ettt ettt eenenens (6)
NPWP © oo ene (7)

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Badan (formulir 1771) yang kami
terima pada tanggal .................... (8) ternyata masih harus dilengkapi dengan:

1. Formulir Baku (9)

a. [J 1771 (Induk SPT)
b. C3J 1771 hal 2

c. I 17711

d. .3 17711

e. 1 1771-

f. O 17711V

g. 3 1771V

h. O3 1771-VI

2. Lampiran yang disyaratkan (10)
a. [ Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain atas PPh Pasal 29

(Jika SPT menyatakan Kurang Bayar);

] Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah d:audit oleh Akuntan
Publik; :

L J  Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi;

(] SSP PPh Pasal 26 ayat (4);

]

-

Surat Kuasa Khusus;
Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (bagi Wajib Pajak yang dikenai
PPh dimaksud).

mo a0

3. Lampiran Khusus (11)

a. [J 1A :Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal;

b. 2A :Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal;

c. 3A, 3A-1 & A-2: Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau
transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara Tax Haven
Country;
4A :Daftar Fasilitas Penanaman Modal,

SA :Daftar Cabang Utama Perusahaan,;

6A :Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4);

7A :Kredit Pajak Luar Negeri;

8A-1/8A-2/8A-3/8A-5/8A-6/8A-7/8A-8 : Transkrip Kutipan Elemen-elemen
dari Laporan Keuangan.

10000 [0

4. Lain-Lain (12)
a. [ Tidak terdapat dokumen dan/atau keterangan yang dipersyaratkan dalam
bentuk file portable document format (pdf),
b. [J Tidak ada dokumen elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian
SPT menggunakan dokumen elektronik).

www.jdih.kemenkeu. g(!. id
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Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30

(tiga puluh) hari setelah tanggal disampaikanya surat ini. Apabila Saudara:

a. tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas,
maka SPT Tahunan PPh yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan; atau

b. menyampaikan kelergkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka
tanggal pengiriman, penyampaian kelengkapan SPT dianggap sebagai tanggal
penerimaan SPT.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi
............... (13) pada nomor telepon ................. (14)

Kepala Kantor,

www.jdih.kemenkeu.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT TAHUNAN
PPH WAJIB PAJAK BADAN FORMULIR 1771

Nomor 1 : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang
menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapar:.

Nomor 2 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Surat
Permintaan Kelengkapan.

Nomor 3 : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan.

Nomor 4 : Diisi jumlah dokumen yang dilampirkan (dalam hal
diperlukan).

Nomor 5 : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan
diterbitkan.

Nomor 6 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor 7 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor 8 : Diisi dengan tanggal Bukti Pengiriman Surat/Resi Pos/
Bukti Penerimaan Elektronik.

Nomor 9 : Diisi dengan memberi tanda checklist “ ¥ ” pada kolom dalam
hal terdapat induk dan/atau lampiran induk SPT yang tidak
dilampirkan.

Nomor 10 : Diisi dengan memberi tanda checklist “ ¥ ” pada kolom dalam

hal terdapat keterangan dan/atau dokumen yang
dipersyaratkan yang tidak disertakan.

Nomor 11  : Diisi dengan memberi tanda checklist “N” pada kolom dalam
hal terdapat lampiran khusus SPT yang tidak dilampirkan.

Nomor 12 : Diisi dengan memberi tanda checklist “N” pada kolom dalam
hal terdapat kekurangan lain selain disebutkan pada
nomor 9, nomor 10, dan nomor 11.

Nomor 13 : Diisi dengan nama petugas yang melakukan permintaan
kelengkapan SPT.

Nomor 14 : Diisi dengan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh Wajib
Pajak.

Nomor 15 : Diisi dengan nama Kepala Kantor.

Nomor 16 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai.

%
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E. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT TAHUNAN
PPH WAJIB PAJAK BADAN FORMULIR 1771$

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.............................. (1)
........................................................... (2)
Nomor L rreeereeeeeereneneneeaeaeaenens (B) (5)
Lampiran : ...cocviviviiiiiiiiiiiieneene, (4)
Hal : Permintaan Kelengkapan

SPT Tahunan PPh Badan yang Menggunakan
Mata Uang US Dollar (1771 $)

YR ettt (6)
NPWP © oottt ettt (7)

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Badan (formulir 1771 $) yang kami
terima pada tanggal .................... (8) ternyata masih harus dilengkapi dengan:

1. Formulir Baku (9)

a. 3 1771/$ (induk SPT)
b. 3 1771/$ hal.2

c. O3 1771-1/$

d 3 1771-11/$

e. 3 1771-I/$

f. 3 1771-1V/$

g [ 1771-V/$

h. 3 1771-VI/$

2. Lampiran yang disyaratkan (10)

a. [J Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain atas PPh Pasal 29
(Jika SPT menyatakan Kurang Bayar);
b. ] Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan
Publik; _
c. [J Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi;
d. (3 SSP PPh Pasal 26 ayat (4);
[ Surat Kuasa Khusus.

3. Lampiran Khusus (11)

a. 1B : Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal,

b. 2B :Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal;,

c. 3B, 3B-1 & B-2 : Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau
transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara Tax Haven Country;
4B : Daftar Fasilitas Penanaman Modal;
5B : Daftar Cabang Utama Perusahaan;
6B :Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4);
7B : Kredit Pajak Luar Negeri;
8B-1/8B-2/8B-3/8B-5/8B-6/8B-7/8B-8: Transkrip Kutipan Elemen-elemen
dari Laporan Keuangan.

10000 00

4. Lain-Lain (12)
a. [J] Tidak terdapat dokumen dan/atau keterangan yang dipersyaratkan dalam
bentuk file portable document forinat (pdf);
b. [] Tidak ada dokumen elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian
SPT menggunakan dokumen elektronik).

Sehubungan ...

[
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Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30

(tiga puluh) hari setelah tanggal disampaikanya surat ini. Apabila Saudara:

tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka

SPT Tahunan PPh yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan; atau

b. menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka
tanggal pengiriman/penyampaian kelengkapan SPT dianggap sebagai tanggal

penerimaan SPT .

a.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi .........
pada nomor telepon ................. (14)

Kepala Kantor,

g
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT TAHUNAN
PPH WAJIB PAJAK BADAN FORMULIR 17713$

Nomor 1 : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang
menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan.

Nomor 2 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Surat
Permintaan Kelengkapan.

Nomor 3 : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan.

Nomor 4 : Diisi jumlah dokumen yang dilampirkan (dalam hal
diperlukan).

Nomor 5 : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan
diterbitkan.

Nomor 6 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor 7 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor 8 : Diisi dengan tanggal Bukti Pengiriman Surat/Resi Pos/
Bukti Penerimaan Elektronik.

Nomor 9 : Diisi dengan memberi tanda checklist “ \ ” pada kolom dalam
hal terdapat induk dan/atau lampiran induk SPT yang tidak
dilampirkan.

Nomor 10 : Diisi dengan memberi tanda checklist “ \ ” pada kolom dalam

hal terdapat keterangan dan/atau dokumen yang
dipersyaratkan yang tidak disertakan.

Nomor 11 : Diisi dengan memberi tanda checklist “¥” pada kolom dalam
hal terdapat lampiran khusus SPT yang tidak dilampirkan.

Nomor 12 : Diisi dengan memberi tanda checklist “\” pada kolom dalam
hal terdapat kekurangan lain selain disebutkan pada
nomor 9, nomor 10, dan nomor 11.

Nomor 13 : Diisi dengan nama petugas yang melakukan permintaan
kelengkapan SPT.

Nomor 14 : Diisi dengan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh Wajib
Pajak.

Nomor 15 : Diisi dengan nama Kepala Kantor.

Nomor 16 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai.

4
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F. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH

PASAL 21/26
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.............................. (1)
............................................................ (2)

Nomor N (3) e eeeeees 5)
Lampiran .., 4)

Hal : Permintaan Kelengkapan

SPT Masa PPh Pasal 21/26

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang kami terima pada
tanggal ........ccceenneeee. (8) ternyata masih harus dilengkapi dengan:

1. Formulir Baku (9)

[ 1721 (Induk SPT);
11721
11721-11;

33 1721-I1I;
[CJ1721-1V;
J1721-V.

mepe o

2. Lampiran yang disyaratkan (10)
a. [JSurat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain atas pembayaran PPh
Pasal 21/26 (Jika SPT mnenyatakan Kurang Bayar);

b. [ Surat Kuasa Khusus.

3. Lain-Lain (11)
a. []Tidak terdapat dokumen dan/atau keterangan yang dipersyaratkan dalam
bentuk file portable document format (pdf);
b. [JTidak ada dokumen elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian
SPT menggunakan dokumen elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu

30 (tiga puluh) hari setelah tanggal disampaikanya surat ini. Apabila Saudara:

a. tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas,
maka SPT Masa PPh yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan; atau

b. menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka
tanggal pengiriman/penyampaian kelengkapan SPT dianggap sebagai tanggal
penerimaan SPT.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi
................. (12) pada nomor telepon ................. (13)

Kepala Kantor,

0
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN

SPT MASA PPH PASAL 21/26

Nomor 1 : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang
menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan.

Nomor 2 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Surat
Permintaan Kelengkapan.

Nomor 3 : Diisi dengan nomor Surat Permintaar: Kelengkapan.

Nomor 4 : Diisi jumlah dokumen yang dilampirkan (dalam hal
diperlukan).

Nomor 5 : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan
diterbitkan.

Nomor 6 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor 7 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor 8 : Diisi dengan tanggal Bukti Pengirrman Surat/Resi Pos/
Bukti Penerimaan Elektronik.

Nomor 9 : Diisi dengan memberi tanda checklist “ \ ” pada kolom dalam
hal terdapat induk dan/atau lampiran induk SPT yang tidak
dilampirkan.

Nomor 10 : Diisi dengan memberi tanda checklist “ Y ” pada kolom dalam

hal terdapat keterangan dan/ztau dokumen yang
dipersyaratkan yang tidak disertakan.

Nomor 11 : Diisi dengan memberi tanda checklist “¥” pada kolom dalam
hal terdapat kekurangan lain seiain disebutkan pada
nomor 9 dan nomor 10.

Nomor 12 : Diisi dengan nama petugas yang melakukan permintaan
kelengkapan SPT.

Nomor 13 : Diisi dengan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh Wajib
Pajak.

Nomor 14 : Diisi dengan nama Kepala Kantor.

Nomor 15 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai.

www.jdih.kemenkeu.go.id
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G. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH
PASAL 22

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.............................. (1)
........................................................... 2)
Nomor L e enee e (B) s 9)]
Lampiran N 4)
Hal :  Permintaan Kelengkapan

SPT Masa PPh Pasal 22

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPh Pasal 22 yang kami terima pada tanggal
..................... (8) ternyata masinh harus dilengkapi dengan:
1. Formulir Baku (9)

3 Induk SPT

2. Lamplran yang disyaratkan (10)

[ Daftar bukti pembavaran PPh Pasal 22;

(1 Bukti pembayaran PPh Pasal 22 dibayar sendiri;
(] Bukti pembayaran PPh Pasal 22 dari pemungut;
(] Daftar bukti pemungutan,;

(] Bukti pemungutan;

[ Daftar rincian penjualan dan retur penjualan;
[J Risalah lelang;

[ Surat Kuasa Khusus.

PR ™0 A0 o

3. Lain-Lain (11)
a. [JTidak terdapat dokumen dan/atau keterangan yang d1persyaratkan dalam

bentuk file portable document format (pdf);
b. [JTidak ada dokumer. elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian

SPT menggunakan dokumen elektronik).

Sehubungan dengan hal tersekbut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu

30 (tiga puluh) hari setelah tanggal disampaikanya surat ini. Apabila Saudara:

a. tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas,
maka SPT Masa PPh yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan; atau

b. menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka
tanggal pengiriman/penyampaian kelengkapan SPT dianggap sebagai tanggal
penerimaan SPT .

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi
(12) pada nomor telepon ................. (13).

Kepala Kantor,

www.jdih.kemenkeu.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN

SPT MASA PPH PASAL 22

Nomor 1 : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang
menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan.

Nomor 2 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Surat
Permintaan Kelengkapan.

Nomor 3 : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan.

Nomor 4 : Diisi jumlah dokumen yang dilampirkan (dalam hal
diperlukan).

Nomor 5 : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan
diterbitkan.

Nomor 6 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor 7 » Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor 8 : Diisi dengan tanggal Bukti Pergiriman Surat/Resi Pos/
Bukti Penerimaan Elektronik.

Nomor 9 : Diisi dengém memberi tanda checklist “ Y ” pada kolom dalam
hal terdapat induk dan/atau lampiran induk SPT yang tidak
dilampirkan.

Nomor 10 : Diisi dengan memberi tanda checklist “ V ” pada kolom dalam

hal terdapat keterangan dan/atau dokumen yang
dipersyaratkan yang tidak disertakan.

Nomor 11 : Diisi dengan memberi tanda checklist “¥” pada kolom dalam
hal terdapat kekurangan lain selain disebutkan pada

nomor 9 dan nomor 10.

Nomor 12 : Diisi dengan nama petugas yang melakukan permintaan
kelengkapan SPT.

Nomor 13 : Diisi dengan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh Wajib
Pajak.

Nomor 14 : Diisi dengan nama Kepala Kantor.

Nomor 15 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai.
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H. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH
PASAL 23/26

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.............................. (1)

........................................................... (2)
Nomor L e (B) (5)
Lampiran :© ..cccocviviiiiiiiiieniiinenenennn. 4)
Hal : Permintaan Kelengkapan

SPT Masa PPh Pasal 23 /26

YR ettt ettt ettt ettt ettt eneeeeene 6)
NPWP © oottt ee e eeneeenene (7)

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPh Pasal 23/26 yang kami terima pada
tanggal ........cceevenenens (8) ternyata masih harus dilengkapi dengan:

1. Formulir Baku (9)
] Induk SPT

2. Lampiran yang disyaratkan (10)
a. [JBukti pembayaran PPh Pasal 23/26;
b. [ Daftar bukti pemotongan,;
c. []Bukti pemotongan;
d. [ Surat Kuasa Khusus;
e. []Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili.

3. Lain-Lain (11)
a. []Tidak terdapat dokumen dan/atau keterangan yang dipersyaratkan dalam

bentuk file portable document format (pdf);
b. [JTidak ada dokumen elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian

SPT menggunakan dokumen elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu

30 (tiga puluh) hari setelah tanggal disampaikanya surat ini. Apabila Saudara:

a. tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas,
maka SPT Masa PPh yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan; atau

b. menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka
tanggal pengiriman/penyampaian kelengkapan SPT dianggap sebagai tanggal
penerimaan SPT.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi
(12) pada nomor telepon ................. (13).

Kepala Kantor,

www.jdih.kemenkeu.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN

Nomor 1

Nomor 2

Nomor 3

Nomor 4

Nomor 5

Nomor 6
Nomor 7

Nomor 8

Nomor 9

Nomor 10

Nomor 11

Nomor 12

Nomor 13

Nomor 14

Nomor 15

SPT MASA PPH PASAL 23/26

Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang
menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan.

Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Surat
Permintaan Kelengkapan.

Diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan.

Diisi jumlah dokumen yang dilampirkan (dalam hal
diperlukan).

Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan
diterbitkan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal Bukti Pengiriman Surat/Resi Pos/
Bukti Penerimaan Elektronik.

Diisi dengan memberi tanda checklist “ ¥ ” pada kolom dalam
hal terdapat induk dan/atau lampiran induk SPT yang tidak
dilampirkan.

Diisi dengan memberi tanda checklist “ \ ” pada kolom dalam
hal terdapat keterangan dan/stau dokumen yang
dipersyaratkan yang tidak disertakan.

Diisi dengan memberi tanda checklist “N” pada kolom dalam
hal terdapat kekurangan lain selain disebutkan pada
nomor 9 dan nomor 10.

Diisi dengan nama petugas yang melakukan permintaan
kelengkapan SPT.

Diisi dengan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh Wajib
Pajak.

Diisi dengan nama Kepala Kantor.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai.

www.jdih.kemenkeu.go.id
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I.  CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH
PASAL 15

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.............................. (1)
........................................................... 2)
Nomor L (B) (5)
Lampiran @ .ooovviiiiiiiiiiiin, (4)
Hal : Permintaan Kelengkapan

SPT Masa PPh Pasal 15

YR ettt ettt et ee et e eeene (6)
NPWP oottt eeeeeeee eeeeeeeeeeeeseesee e eeeneas (7)

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPh Pasal 15 yang kami terima pada tanggal
.................... (8) ternyata masih harus dilengkapi dengan:
1. Formulir Baku (9)

[ Induk SPT

2. Lampiran yang disyaratkan (10
a. [JBukti pembayaran PPh Pasal 15;
b. [ Daftar bukti pemotongen;
c. [ Bukti pemotongan;
d. [ Surat Kuasa Khusus;
e. [ Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili.

3. Lain-Lain (11)
a. []Tidak terdapat dokumzn dan/atau keterangan yang dipersyaratkan dalam

bentuk file portable document format (pdf);
b. [JTidak ada dokumen elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian

SPT menggunakan dokumen elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu

30 (tiga puluh) hari setelah tanggal disampaikanya surat ini. Apabila Saudara:

a. tidak menyampaikan kelengkepan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas,
maka SPT Masa PPh yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan; atau

b. menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka
tanggal pengiriman/penyamgaian kelengkapan SPT dianggap sebagai tanggal
penerimaan SPT.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi
(12) pada nomor telepon ................. (13)

Kepala Kantor,

www.jdih.kemenkeu.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN
SPT MASA PPH PASAL 15

Nomor 1 : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang
menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan.

Nomor 2 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Surat
Permintaan Kelengkapan.

Nomor 3 : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan.

Nomor 4 : Diisi jumlah dokumen yang dilampirkan (dalam hal
diperlukan).

Nomor S » Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan
diterbitkan.

Nomor 6 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor 7 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor 8 : Diisi dengan tanggal Bukti Pengiriman Surat/Resi Pos/
Bukti Penerimaan Elektronik.

Nomor 9 . Diisi dengan memberi tanda checklist “ \ ” pada kolom dalam
hal terdapat induk dan/atau lampiran induk SPT yang tidak
dilampirkan.

Nomor 10 : Diisi dengan memberi tanda checklist “ V ” pada kolom dalam

hal terdapat keterangan dan/atau dokumen yang
dipersyaratkan yang tidak disertakan.

Nomor 11 : Diisi dengan memberi tanda checklist “Y” pada kolom dalam
hal terdapat kekurangan lain selain disebutkan pada
nomor 9 dan nomor 10.

Nomor 12 : Diisi dengan nama petugas yang melakukan permintaan
kelengkapan SPT.

Nomor 13 : Diisi dengan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh Wajib
Pajak.

Nomor 14 : Diisi dengan nama Kepala Kantor.

Nomor 15 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai.

www.jdih.kemenkeu.go.id
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J. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH

PASAL 4 AYAT (2)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.............................. (1)
........................................................... (2)

Nomor L eereeeeerereeerrreeerenaanaanns (B) s (5)
Lampiran :© .cccovvvivviiiiiiirenenenennnes (4)

Hal : Permintaan Kelengkapan

SPT Masa PPh Pasal 4(2)

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPh Pasal 4(2) yang kami terima pada tanggal
.................... (8) ternyata masih harus dilengkapi dengan:
1. Formulir Baku (9)

[ Induk SPT

2. Lampiran yang disyaratkan (10)

(] Bukti pembayaran PPh Pasal 4(2);

[ Daftar bukti pemotongan;

(] Bukti pemotongan;

[ Surat Kuasa Khusus;

[ Daftar nilai penjualan saham per hari bursa;
() Daftar nilai penjualan obligasi per hari;

() Daftar perantara pedagang efek pemungut PPh.

me Qo o

3. Lain-Lain (11)
a. []Tidak terdapat dokumen dan/atau keterangan yang dipersyaratkan dalam
bentuk file portable document format (pdf); .
b. (1 Tidak ada dokumen elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian

SPT menggunakan dokumen elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30

(tiga puluh) hari setelah tanggal disampaikanya surat ini. Apabila Saudara:

a. tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas,
maka SPT Masa PPh yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan; atau

c. menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka
tanggal pengiriman/penyampaian kelengkapan SPT dianggap sebagai tanggal
penerimaan SPT.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi ...... (12)
pada nomor telepon ................. (13)

Kepala Kantor,

www.jdih.kemenkeu.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN
SPT MASA PPH PASAL 4 AYAT (2)

Nomor 1 : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang
menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan.

Nomor 2 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Surat
Permintaan Kelengkapan.

Nomor 3 : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan.

Nomor 4 : Diisi jumlah dokumen yang dilampirkan (dalam hal
diperlukan).

Nomor 5 : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan
diterbitkan.

Nomor 6 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor 7 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor 8 : Diisi dengan tanggal Bukti Pengiriman Surat/Resi Pos/
Bukti Penerimaan Elektronik.

Nomor 9 . Diisi dengan memberi tanda checklist  \ ” pada kolom dalam
hal terdapat induk dan/atau lampiran induk SPT yang tidak
dilampirkan.

Nomor 10 : Diisi dengan memberi tanda checklist “  ” pada kolom dalam

hal terdapat keterangan dan/atau dokumen yang
dipersyaratkan yang tidak disertakan.

Nomor 11 :; Diisi dengan memberi tanda checklist “Y” pada kolom dalam
hal terdapat kekurangan lain selain disebutkan. pada
nomor 9 dan nomor 10.

Nomor 12 : Diisi dengan nama petugas yang melakukan permintaan
kelengkapan SPT.

Nomor 13 : Diisi dengan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh Wajib
Pajek.

Nomor 14 : Diisi dengan nama Kepala Kantor.

Nomor 15 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai.

www.jdih.kemenkeu.go.id
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K. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.............................. (1)
........................................................... (2)

Nomor L e (B) (S)

Lampiran D eerrereeereenrereerearrneaaaens (4)

Hal :  Permintaan Kelengkapan

SPT Masa PPN

D4 s DR 6)
NP WP & et et e e e (7)

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPN yang kami terima pada tanggal
................... (8) ternyata masih harus dilengkapi dengan:
1. Formulir Baku (9)
[ Induk SPT
(11107 AB
1107 Al
[]1111 A2
1111 B1
1111 B2
1111 B3

@m0 a0 o

2. Lampiran yang disyaratkan (10)
a. [ Bukti pembayaran PPN;
b. [] Surat keterangan tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/
dibebaskan/ditanggung pemerintah;
c. [ Daftar Rincian Kendaraan Bermotor;
d. [ Surat Kuasa Khusus;

3. Lain-Lain (11)
a. []Tidak terdapat dokumen dan/atau keterangan yang dipersyaratkan dalam

bentuk file portable document format (pdf);
b. [JTidak ada dokumen elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian

SPT menggunakan dokumen elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu

30 (tiga puluh) hari setelah tanggal disampaikanya surat ini. Apabila Saudara:

a. tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas,
maka SPT Masa PPN yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan; atau

b. menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka
tanggal pengiriman/penyampaian kelengkapan SPT dianggap sebagai tanggal
penerimaan SPT.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi
(12) pada nomor telepon ................. (13).

Kepala Kantor,

www.jdih.kemenkeu.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN

SPT MASA PPN

Nomor 1 : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang
menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan.

Nomor 2 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Surat
Permintaan Kelengkapan.

Nomor 3 : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan.

Nomor 4 : Diisi jumlah dokumen yang dilampirkan (dalam hal
diperlukan). '

Nomor 5 : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan
diterbitkan.

Nomor 6 :» Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor 7 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor 8 : Diisi dengan tanggal Bukti Pengiriman Surat/Resi Pos/
Bukti Penerimaan Elektronik.

Nomor 9 : Diisi dengan memberi tanda checklist “ \ ” pada kolom dalam
hal terdapat induk dan/atau lampiran induk SPT yang tidak
dilampirkan.

Nomor 10 : Diisi dengan memberi tanda checklist “ Y ” pada kolom dalam

hal terdapat keterangan dan/atau dokumen yang
dipersyaratkan yang tidak disertakan.

Nomor 11 : Diisi dengan memberi tanda checklist “¥” pada kolom dalam
hal terdapat kekurangan lain selain disebutkan pada
nomor 9 dan nomor 10.

Nomor 12 : Diisi dengan nama petugas yang melakukan permintaan
kelengkapan SPT.

Nomor 13 : Diisi dengan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh Wajib
Pajak.

Nomor 14 : Diisi dengan nama Kepala Kantor.

Nomor 15 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai.

www.jdih.kemenkeu.go.id
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L. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPN
PEMUNGUT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.............................. (1)
........................................................... (2)
Nomor L e (B) e (9)
Lampiran @ ..ccceviviiiiiiiiiininieeenes (4)
Hal ¢ Permintaan Kelengkapan

SPT Masa PPN Pemungut

YR ettt ee e (6)
NPWP : ottt eeee et e et e e eeaeeeeeeeeneaeeeeeeeeeeaenes (7)

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPN yang kami tecima pada tanggal
.................... (8) ternyata masih harus dilengkapi dengan:
1. Formulir Baku (9)

a. [JInduk SPT

b. 11107 PUT 1

c. []1107 PUT 2

2. Lampiran yang disyaratkan (10)
a. []1Bukti pembayaran PPN;
b. [] Surat keterangan tidak dipungut/dibebaskan;
c. []Daftar Rincian Kendaraan Bermotor;
d. [] Surat Kuasa Khusus;

4. Lain-Lain (11)
a. [JTidak terdapat dokumen dan/atau keterangan yang dipersyaratkan dalam
bentuk file portable document formnat (pdf);
b. [JTidak ada dokumen elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian
SPT menggunakan dokumen elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu

30 (tiga puluh) hari setelah tanggal disampaikanya surat ini. Apabila Saudara:

a. tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas,
maka SPT Masa PPN bagi Pemungut yang Saudara sampaikan dianggap tidak

disampaikan; atau
d. menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka

tanggal pengiriman/penyampaian kelengkapan SPT dianggep sebagai tanggal
penerimaan SPT.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi
........... (12) pada nomor telepon ................. (13).

Kepala Kan-or,

www.jdih.kemenkeu.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN

SPT MASA PPN PEMUNGUT

Nomor 1 : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang
menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan.

Nomor 2 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Surat
Permintaan Kelengkapan.

Nomor 3 : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan.

Nomor 4 : Diisi jumlah dokumen yang dilampirkan (dalam hal
diperlukan).

Nomor 5 : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan
diterbitkan.

Nomor 6 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor 7 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor 8 : Diisi dengan tanggal Bukti Pengiriman Surat/Resi Pos/
Bukti Penerimaan Elektronik.

Nomor 9 . Diisi dengan memberi tanda checklist “ Y ” pada kolom dalam
hal terdapat induk dan/atau lampiran induk SPT yang tidak
dilampirkan.

Nomor 10 : Diisi dengan memberi tanda checklist “ Y ” pada kolom dalam

hal terdapat keterangan dan/atau dokumen yang
dipersyaratkan yang tidak disertakan.

Nomor 11 : Diisi dengan memberi tanda checklist “\” pada kolom dalam
hal terdapat kekurangan lain selain disebutkan pada
nomor 9 dan nomor 10.

Nomor 12 : Diisi dengan nama petugas yang melakukan permintaan
kelengkapan SPT.
Nomor 13 : Diisi dengan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh Wajib
Pajak.
Nomor 14 : Diisi dengan nama Kepala Kantor.
Nomor 15 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai.
g
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M. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA
PPN DM

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.............................. (1)

........................................................... (2)
Nomor D e (B) (5)
Lampiran D eereeeeerrreeteeeraeaeanaaenas (4)
Hal . Permintaan Kelengkapan

SPT Masa PPN DM

YR ettt ettt ettt en e (6)
NPWP & oot ee et ee e eee e eeaeaeeeas (7)

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPN DM yang kami terima pada tanggal
.................... (8) ternyata masih harus dilengkapi dengan:
1. Formulir Baku (9)

a. [JInduk SPT

b. 11111 ADM

c. (1111 RDM

2. Lampiran yang disyaratkan (10)
a. [ Bukti pembayaran PPN DM;
b. [J Surat keterangan tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/
dibebaskan/ditanggung pemerintah;
c. [ Daftar Rincian Kendaraan Bermotor;
d. ] Surat Kuasa Khusus;

3. Lain-Lain .................. (11)
a. []Tidak terdapat dokumen dan/atau keterangan yang dipersyaratkan dalam
bentuk file portable document format (pdf);
b. [JTidak ada dokumen elektronik dalam media elektronik (urtuk penyampaian
SPT menggunakan dokumen elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu

30 (tiga puluh) hari setelah tanggal disampaikanya surat ini. Apabila Saudara:

a. tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas,
maka SPT Masa PPN DM yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan;
atau

b. menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka
tanggal pengiriman/penyampaian kelengkapan SPT dianggap sebagai tanggal
penerimaan SPT.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.
.............. (12) pada nomor telepon ................. (13).

Kepala Kantcr,

www.jdih.kemenkeu. g(g.id
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN

Nomor 1
Nomor 2

Nomor 3

Nomor 4
Nomor 5

Nomor 6
Nomor 7

Nomor 8

Nomor 9

Nomor 10

Nomor 11

Nomor 12
Nombr 13

Nomor 14

Nomor 15

SPT MASA PPN DM

Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang
menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan.

Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Surat
Permintaan Kelengkapan.

Diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan.

Diisi jumlah dokumen yang dilampirkan (dalam hal
diperlukan). :

Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan
diterbitkan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal Bukti Pengiriman Surat/Resi Pos/
Bukti Penerimaan Elektronik.

Diisi dengan memberi tanda checklist “ ¥ ” pada kolom dalam
hal terdapat induk dan/atau lampiran induk SPT yang tidak
dilampirkan.

Diisi dengan memberi tanda checklist “ ¥ ” pada kolom dalam
hal terdapat keterangan dan/atau dokumen yang
dipersyaratkan yang tidak disertakan.

Diisi dengan memberi tanda checklist “N” pada kolom dalam
hal terdapat kekurangan lain selain disebutkan pada
nomor 9 dan nomor 10.

Diisi dengan nama petugas yang melakukan permintaan
kelengkapan SPT.

Diisi dengan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh Wajib
Pajak.

Diisi dengan nama Kepala Kantor.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai.

www.jdih.kemenkeu.go.id
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N. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN SPT DIANGGAP TIDAK
DISAMPAIKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.............................. (1)
........................................................... 2)
Nomor PP e (5)
Lampiran L e 4)
Hal : Pemberitahuan SPT Tahunan/Masa
Dianggap Tidak Disampaikan
Yth. oo 6)
NPWP ittt eaas (7)

Berdasarkan Penelitian SPT sesuai dengan ketentuan Pasal 21A Peraturan Menteri
Keuangan Nomor /PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), SPT Tahunan Wajib Pajak
orang pribadi / SPT Tahunan Wajib Pajak Badan/SPT Masa *) yang telah Saudara
sampaikan pada tanggal ..... (8), dianggap tidak disampaikan berdasarkan Pasal 3 ayat (7)
dan ayat (7a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2009.

Berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan bahwa:
a. atas bukti penerimaan SPT/bukti pengiriman surat/bukti penerimaan elektronik yang

telah diterbitkan batal demi hukum;
b. SPT beserta lampiran yang telah disampaikan dianggap sebagai data perpajakan; dan
c. SPT beserta lampiran yang telah disampaikan tidak dikembalikan kepada Saudara

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

0

www.jdih.kemenkeu.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN SPT
DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN

Nomor 1 : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang
menerbitkan Surat Pemberitahuan.

Nomor 2 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Surat
Pemberitahuan.

Nomor 3 : Diisi dengan Nomor Surat Pemberitahuan.

Nomor 4 : Diisi jumlah dokumen yang dilampirkan (dalam hal
diperlukan).

Nomor 5 : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan diterbitkan.

Nomor 6 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor 7 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor 8 : Diisi dengan tanggal Bukti Pengiriman Surat/Resi Pos/
/Bukti Penerimaan Elektronik.

Nomor 9 : Berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal 21A, bahwa

penelitian SPT meliputi pemenuhan kriteria sebagai berikut:

a. SPT ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang KUP;

b. SPT disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan
menggunakan satuan mata uang selain Rupiah,
terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin
Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan
dengan mata uang selain Rupiah,;

c. SPT sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6)
Undang Undang KUP;

d. SPT Lebih Bayar disampaikan dalam jangka waktu 3
(tiga) tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, Tahun
Pajak, atau Bagian Tahun Pajak dan telah ditegur
secara tertulis; dan

e. SPT disampaikan sebelum Direktur Jenderal Pajak
melakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan
secara terbuka, atau menerbitkan surat ketetapan

pajak,
yang menjadi dasar untuk pengisian alasan*) bagi Wajib
Pajak.
Nomor 10 : Diisi dengan nama Kepala Kantor.
Nomor 11 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai.

Keterangan *):
- Kelengkapan SPT yang kami minta dengan surat nomor ... tanggal ... tentang

permintaan kelengkapan SPT belum kami terima;

- Saudara menyampaikan SPT yang formulir induknya tidak ditandatangani;
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- Saudara tidak menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan
menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, sedangkan Saudara telah
mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan
dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain Rupiah;

- Saudara menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar setelah 3 (tiga)
tahun sesudah berakhirnya bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan
Saudara telah ditegur secara tertulis; atau

- Saudara menyampaikan SPT setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan
pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, atau
menerbitkan surat ketetapan pajak. - '
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